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PENETAPAN
Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Lwb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:
Sahril Ramadan bin Musli Bala, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Petani, Pendidikan SD, Alamat Panama, RT.003/RW.001, Desa
Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya
disebutsebagai "Pemohon I;

Siti Masna binti Polus Peu, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
Rumah  Tangga, Pendidikan SD, Alamat Panama,
RT.003/RW.001, Desa Panama, Kecamatan Buyasuri,

Kabupaten Lembata, selanjutnya disebutsebagai "Pemohon II";
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il serta para saksi di

muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya
tanggal 1 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor
0053/Pdt.P/2016/PA.Lwb., tanggal 2 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon | adalah suami dari Pemohon Il yang telah menikah
secara Agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2008 di Desa Panama,

Kecamatan Buyasuri;

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Imam

Kampung bernama Najamudin Lelang Wayan bin Bala sekaligus bertindak
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sebagai wali nikah Pemohon Il karena ayah kandung Pemohon I
beragama Katolik. Pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il di saksikan
oleh 2 orang saksi bernama Mansur Rusdi dan Abd Syukur, dengan
mahar Uang Rp 50.000;

3. Bahwastatus Pemohon | sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon I
adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri

dan tidak pernah bercerai;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,

sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam;

5. Bahwadari pernikahan Pemohon Idengan Pemohon Il dikaruniai 1 orang

anakyaitu :
1 Ratih Ramadani (Perempuan) Umur5 Tahun;

6. Bahwa atas pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pihak lain

yang berkeberatan;

7. Bahwa sampai saat ini Pemohon | dan Pemohon Il belum mempunyai
Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, karena pernikahan Pemohon |
dan Pemohon Il tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama
Kecamatan Buyasuri. oleh karenanya Pemohon | dan Pemohon II
membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama
Lewolebauntuk:

a. Memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Buyasuri

b. Mengurus keperluan Keperdataan lainnya;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah keluarga tidak mampu, dan

dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai
berikut:
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PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon |dan Pemohon li;

2. Menyatakan sah menuruthukum pernikahan Pemohon | (Sahril Ramadan
bin Musli Bala) dengan Pemohon |l (Siti Masna binti Polus Peu) yang
dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2008 di Desa Panama,
Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon | dan Pemohon Il tentang
pentingnya pencatatan nikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il, yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon li;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:
Saksil: Abd Syukurbin Abdullah, Umur53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Panama, RT.003 RW.001, Desa
Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon | bernama Sahril Ramadan bin Musli Bala
dan Pemohon Il bernama Siti Masna binti Polus Peu adalah pasangan
suami-isteri;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon | dan Pemohon lI;

- Bahwa saksi hadir dan mengikuti proses akad nikah Pemohon |
dengan Pemohon Il, yang dilaksanakan padatanggal 11 Agustus 2008
di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri;

- Bahwayang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Imam

Kampung bernama Najamudin Lelang Wayan bin Bala sekaligus
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menjadi wali nikah Pemohon Il karena Ayah kandung Pemohon I
bernama Polus Peu beragama Katolik;

- Bahwa Orang tua Pemohon Il menginginkan agar Pemohon | dan
Pemohon Il menikah secara Agama Islam saja dulu, tanpa perlu dicatat
di Kantor Urusan Agama, sebab khawatir akan berdampak pada
psikologis keluarga besar Pemohon Il yang beragama Katolik;

- Bahwamas kawin pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah uang
sebesar Rp.50.000,-, di bayar tunai;

- Bahwa saksi akad nikah Pemohon | dan Pemohon Il adalah saksi
sendiri (Abd Syukur bin Abdullah) dan Mansur Rusdi;

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon | berstatus jejaka, sedangkan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah orang lain, tidak ada
hubungan darah, hubungan semenda, maupun sesusuan;

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon | dengan Pemohon
Il atas dasar saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam
pernikahannya;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 1 orang anak
bernama: Ratih Ramadani (perempuan)umur5 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon | tidak memiliki
isteri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon Il tidak bersuami
lain kecuali Pemohon I, dan sampai sekarang mereka hidup harmonis;

- Bahwaselamaini Pemohon I tidak pernah mentalak Pemohon II;

- Bahwa setahu saksi, atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon I
tidak ada orang lain yang berkeberatan hingga saatini;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
itsbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan

administrasi penerbitan akte kelahiran anak mereka;
Saksi II: Hasan bin Rusdi, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS

(Guru SMA), bertempat tinggal di Panama, RT.003, RW.001, Desa

Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
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Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwasaksi kenal Pemohon | bernama Sahril Ramadan bin Musli Bala
dan Pemohon Il bernama Siti Masna binti Polus Peu adalah pasangan
suami-isteri;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon | dan Pemohon Ii;

- Bahwa saksi hadir dan mengikuti proses akad nikah Pemohon |
dengan Pemohon Il, yang dilaksanakan padatanggal 11 Agustus 2008
di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri;

- Bahwayang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon lladalah Imam
Kampung bernama Najamudin Lelang Wayan bin Bala sekaligus
menjadi wali nikah Pemohon Il karena Ayah kandung Pemohon II
bernama Polus Peu beragama Katolik;

- Bahwa Orang tua Pemohon Il menginginkan agar Pemohon | dan
Pemohon Il menikah secara Agama Islam saja dulu, tanpa perlu dicatat
di Kantor Urusan Agama, sebab khawatir akan berdampak pada
psikologis keluarga besar Pemohon Il yang beragama Katolik;

- Bahwamas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon Il adalah uang
sebesar Rp.50.000,-, di bayar tunai;

- Bahwa saksi akad nikah Pemohon | dan Pemohon Il adalah saksi
sendiri (Abd Syukur bin Abdullah) dan Mansur Rusdi;

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon | berstatus jejaka, sedangkan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah orang lain, tidak ada
hubungan darah, hubungan semenda, maupun sesusuan;

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon
Il atas dasar saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam
pernikahannya;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 1 orang anak
bernama: Ratih Ramadani (perempuan)umur5 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon | tidak memiliki
isteri lain selain Pemohon Il, demikian pula Pemohon Il tidak bersuami

lain kecuali Pemohon |, dan sampai sekarang mereka hidup harmonis;
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- Bahwaselamaini Pemohon I tidak pernah mentalak Pemohon II;

- Bahwa setahu saksi, atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon I
tidak ada orang lain yang berkeberatan hingga saatini;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
itsbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan

administrasi penerbitan akte kelahiran anak mereka;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mengajukan sesuatu apapun
lagi dan memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada
pendiriannya dan mohon pernikahannya ditetapkan (di itsbatkan) sah secara
syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal
yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon | dan Pemohon I
sebagaimanatelah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Majelis
telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah Pemohon | dan Pemohon Il
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba, tanggal 12 Agustus
2016 dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor
atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah datang
menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa
Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam
perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah apakah perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il yang dilangsungkan
pada tanggal 11 Agustus 2008 di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, sah

secara hukum?

Salinan Penetapan Perkara 0053/Pdt.P/2016/PA.Lwb HIm 6 dari 13 him

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di
persidangan, yaitu Abd Syukur bin Abdullah (saksi I) dan Hasan bin Rusdi
(saksi II);

Menimbang, bahwa sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok
masalah dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu
mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh Pemohon |
dan Pemohon Il telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima
keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon | dan
Pemohon Il di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah, maka
menurutPasal 171 dan Pasal 172 R.Bg telah memenuhi syarat formil sebagai
saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dapat memberikan keterangan di
persidangan dengan baik dan jelas mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II
angka 1 dan 2 yang pada pokoknya Pemohon | dan Pemohon Il telah
menikah secara syariat islam, pada tanggal 11 Agustus 2008 di Desa
Panama, Kecamatan Buyasuri, dan yang menikahkan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah Imam Kampung bernama Najamudin Lelang Wayan bin
Bala sekaligus menjadi wali nikah Pemohon Il karena Ayah Kandung
Pemohon Il bernama Polus Peu beragama Katolik, disaksikan oleh dua orang
saksi, yaitu Abd Syukur bin Abdullah dan Mansur Rusdi dengan mas kawin
berupa Uang sebesar Rp.50.000,-, di bayar tunai;

Menimbang, bahwa diantara syarat sah wali nikah ialah muslim,
sedangkan agama dari ayah kandung Pemohon Il adalah Katolik, oleh
karenanya majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali nikah dalam hal ini
terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasabnya ada atau tidak ghaib dan
juga tidak enggan atau adlal sebagaimana persyaratan untuk menjadi wali
hakim Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, ia tidak
dapat menjadi wali nasab karena ketidakislamannya sesuai Pasal 20
Kompilasi Hukum Islam. Merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri Agama

Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim “Kepala Kantor Urusan Agama
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Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim untuk
menikahkan mempelai wanita apabila diantaranya wali nasabnya tidak
memenuhi syarat sebagai wali”, namun demikian dari keterangan kedua saksi
perkara a quo menyatakan bahwa Orang tua Pemohon Il tidak mau
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il dicatat oleh Kantor Urusan Agama
dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah karena adanya kekhawatiran akan
berdampak secara psikologis kepada keluarga besar Pemohon |l yang
beragama Katolik, sedangkan perasaan keluarga besar Pemohon Il masih
ada yang belum bisa menerima sepenuhnya bahwa Pemohon Il berpindah
agama dari Katolik ke agama Islam. Islam mengajarkan menolak kerusakan
lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, seperti dalam kaidah ushul
fighiyyah sebagai berikut:

Fladl s e (Sl aulaall ¢ 5o

Artinya : "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik
kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim
berpendapat Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang
Wali Hakim tersebut dalam perkara in casu dapat dimaknai wali hakim tidak
mutlak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat
Nikah, namun peranannya dapat diambil alih oleh Pemuka Agama setempat
mengingattanggung jawabnya sebagai Imam Kampung diwilayah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai
dalil Pemohon | dan Pemohon |l pada angka 3, 4 dan 6 yang pada pokoknya
Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi
tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan
keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon I
dan keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Majelis telah menemukan
fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 11 Agustus 2008 di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri;

- Bahwayang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Imam
Kampung bernama Najamudin Lelang Wayan bin Bala sekaligus
menjadi wali nikah Pemohon Il karena Ayah kandung Pemohon I
bernama Polus Peu beragama Katolik;

- Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri
karena adanya larangan dan kekhawatiran dari Orang tua Pemohon Il
akan berdampak secara psikologis pada keluarga besar Pemohon Il
yang beragama Katolik;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon | dan Pemohon Il Abd
Syukur bin Abdullah dan Mansur Rusdi dengan mas kawin berupa
Uang sebesar Rp.50.000,-, di bayar tunai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l tidak ada hubungan darah
(muhrim), hubungan semenda dan hubungan sesusuan,;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon | tidak pernah mentalak Pemohon
I, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya dan
sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa itsbat nikah yang diajukan Pemohon | dan Pemohon Il untuk

memperoleh buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum islam dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melaksanakan perkawinan
harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan
kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu

perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;
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Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu
perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut telah memenuhi syarat dan rukun

perkawinan menuruthukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan
dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam
pelaksanaanya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-
syarat ijab kabul (syuruth al-ijab wa al-qabul), yaitu : (1) Tamyiz al-
mutaagidain (orang yang berakal mampu membedakan manayang salah dan
manayang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (ittihad majlis al-
ijab wa al-gabul) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain
antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu,
dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami
maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad
perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan
(syuruth al-shihhah al-zawaj), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan
kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang
hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait
dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (mahrum) antara
keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (mu’abbad) maupun untuk
sementara waktu (muagqgat), (2) persyaratan yang berhubungan dengan
perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas
ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad
yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri,
mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat al-Daru
Qutni dari Aisyah r.a yang artinya, “tidak dianggap sah akad nikah kecuali
dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa,
sesuai dengan dalil-dalil figih dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman
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298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai
berikut:
A5l i el 5 e Ay ] Cungd 14

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi
seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah
hukum atas pernikahannya”,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sepakat dengan pendapat ahli
figih yang termuat dalam kitab I'anah al-thalibin juz IV halaman 254 yang

diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:
dsae Wy Jsmi e ahay bydina S350 jal e 780 5 e )

Artinya: “Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia
telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu
pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutdi
atas, ternyata pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi
ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai dan dua
orang saksi serta ijab kabul sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8,
Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI
Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat
pernikahan berdasarkan hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,
permohonan Itsbat Nikah Pemohon Idan Pemohon Il dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il diajukan
untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Pemohon | dan Pemohon II
adalah suami-isteri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam
serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
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B4

perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, sesuai dengan tempat tinggal
Pemohon | dan Pemohon Il sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan,
Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan
sah perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada
tanggal 11 Agustus 2008 di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il secara cuma-cuma (Prodeo) sebagaimana surat
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.
Lwb, tertanggal 4 Agustus 2016. Sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat
(5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang
50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan
kepada negara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Idan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Sahril Ramadan bin
Musli Bala) dengan Pemohon Il (Siti Masna binti Polus Peu) yang
dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2008 di Desa Panama,
Kecamatan Buyasuri;

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus

dua puluh enamribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami
Ruslan, S.Ag, S.H.,, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh
Abdul Gafur, S.H.l.,, M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.l., M.S.I masing-masing

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
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untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Idan Pemohon II;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd Ttd
Abdul Gafur, S.H.l., M.H. Ruslan, S.Ag, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
Ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Lili Herawati D, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 0.- Salinan ini telah dicocokan dan
2. BiayaProses Rp. 50.000,- sesuai dengan aslinya.
3. BiayaPanggilan Rp.170.000,- | Panitera Pengadilan Agama Lewoleba
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 0,-
Jumlah Rp.226.000,-
(duaratus dua puluh enamribu rupiah); Akbar Ibrahim, S.Ag.
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